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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh kadan ha 
د Dal d De 
ذ Zal z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy esdan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
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ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ـه Ha h Ha 
ء Hamzah ‘ apostrof 
ى Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
2. Vocal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fathah 
 
a a َ ا 
 kasrah 
 
i i ِا 
 
dammah 
 
u u َ ا 
 
xi 
 
 
 
 
 Contoh: 
 ََفـْيـَك : kaifa 
 ََلْوـَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 Contoh: 
ََتَاـم : ma>ta 
يـَمَر : rama> 
ََمـْيِـق : qi>la 
َُتُْوـمَـي : yamu>tu 
 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
Fathah dan ya 
 
ai a dan i ََْيـ 
 Fathah dan wau 
 
au a dan u 
 
ََْوـ 
 
Nama 
 
HarkatdanHuruf 
 
Fathah dan alif 
atau ya 
 
َ ...اََ ...َ|ى  
 
Kasrah dan ya 
 
يــ ِ  
 
Dammah dan 
wau 
 
وـُــ 
 
HurufdanTand
a 
 a> 
i> 
u> 
Nama 
 
a dan garis di atas 
 
i dan garis di atas 
 
u dangaris di atas 
 
xii 
 
Contoh: 
َِلاَفْطلأُاةـَضْوَر  :raudah al-atfal 
َُةَهــِضَاـفـَْنُاةَـنـْيِدـَمـَْنا : al-madinah al-fadilah 
َُةــَمـْكـِْحـَنا  : al-hikmah 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan berikut ini yang dibakukan, adalah: 
1. swt.  = Subhanahu wa ta ala 
2. saw.  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 
3. a.s.   = ‘alaihi al-salam 
4. H  = Hijrah 
5. M   = Masehi 
6. SM   = Sebelum Masehi 
7. l.   = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
8. w.   = Wafat Tahun 
9. QS…/…4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al Imran/3: 4 
10. HR  = Hadis Riwayat 
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Nama : Wahyuri 
Nim : 10400114012 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Fakultas : Syariah dan Hukum 
Judul Skripsi :Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan 
Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar) 
 
Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 
Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar) dengan mengambil 
sub masalah yaitu; (1) Bagaimana bentuk atau jenis tindak pidana pimilihan 
Kepala Daerah di Kabupaten Takalar (2) Bagaimana proses pelaksanaan 
penanganan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah  yang ada di Kabupaten 
Takalar. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
yuridis normatif, Sumber data primer dan sekunder, data primer bersumber dari 
Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Ketua KPU, Ketua Bawaslu,dan terdakwa. 
Data sekunder lainnya adalah bahan-bahan tertulis, buku, majalah, sumber dari 
arsip, dokumen resmi di lingkungan Pengadilan Negeri Takalar, KPU dan 
Bawaslu. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan 
metode deskriptif. 
(1) Adapun  bentuk tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Takalar 
adalah terdakwa atas nama Irwan Tutu Bin Hayyong Dg Cini memberikan 
suaranya dalam pemilihan umum lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS yang 
merupakan kesengajaan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang 
dilakukannya yaitu memberikan suaranya dua kali adalah perbuatan dilarang oleh 
karena itu terdakwa berusaha menyembunyikan jari kelingking tangan kanannya 
dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (2) proses penanganan pelanggaran 
pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu yaitu Rapat koordinasi sentra 
penegakan hukum terpadu secara proses semua hal yang berkaitan dengan tindak 
pidana pemilu lalu Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan 
kejaksaan dalam memberantas pelanggaran tersebut. 
Implikasi dalam penelitian ini yaitu Sistem penanganan tindak pidana 
pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan 
efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan 
adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan 
kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan 
kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, 
sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak 
akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil, 
Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan proses 
pengawasan. 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemilu yang demokratis (democratic electoral) dapat diwujudkan apabila 
terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil 
pemilu. Guna mewujudkan parameter pimilu yang demokratis. Indonesia 
mempunyai tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu 
yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu KPU, Bawaslu, dan 
DKPP. Tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut 
sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tenteng Penyelenggara Pemilu.1 
Berubahnya peraturan perundang-undanagan politik ternyata tidak hanya 
mengubah sistem yang di bangun dalam kehidupan politik, tetapi juga dapat 
mengubah berbagai lini kehidupan politik. Seperti halnya perubahan perundang-
undangan pemilihan kepala daerah (pilkada).  
Sejak tahun 1999, pemilihan kepala daerah (pilkada) menggunakan sistem 
perwakilan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Otonomi Daerah. Gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali 
kota, serta bupati dan wakil bupati di pilih oleh anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat daerah.  
Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatn di 
pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-
                                                          
1Gunawan Suswantoro,  Pengawasan Pemilu Partisipatif  (Jakarta: Erlangga 2015), h.8 
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan 
kepala daerah menggunakan istilah pemilihan kepala daerah atau yang dikenal 
dengan sebuttan “Pilkada”.2 
Namun, sejalan dengan di ubahnya Undang-Undang Nomor  22 tahun 1999 
menjadi Undang – Undang 32 tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah (yang 
tahun 2008 di perbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008) telah 
terjadi pula perubahan sistem politik. Perubahan tersebut memengaruhi model 
komunikasi politik yang di bangun oleh para calon kepala daerah ketika mereka 
memasuki tahap pemilihan sehingga terjadi perubahan juga pada model 
komunikasi politiknya.3 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang atau yang populer di sebut dengan 
UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pasal 131, ayat (1) menyebutkan:  
“(untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan 
pastisipasi masyarakat.”  
 
Bunyi ayat (1) pasal 131 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut 
merupakan pintu bagi masyarakat untuk turut serta aktif dalam pemilihan, 
termasuk dalam pengawasan pemilihan. Kata-kata “Dapat melibatkan” 
menandakan bahwa terlibat atau tidak terlibatnya masyarakat dalam pemilu 
                                                          
2Heru Widodo, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak (Jakarta Timur: Sinar 
Grafika, 2015), h.12 
3Mahi M, Hikmat, Komunikasi Politik (Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung) 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), h.175 
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tergantung kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, RI dan Bawaslu RI. 
Sementara ide Bawaslu untuk mnggelar relawan pengawas pemilu merupakan ide 
yang memungkinkan rakyat untuk berperan serta dalam pengawasan pemilu.4 
Ayat (2) Pasal 131 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memperjelas 
partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dengan 
mengatakan: 
 “Partisipasi masyarakat sebagaimana di maksu dalam pada ayat (1) dapat di 
lakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi 
pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang 
pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan.” 
 
Bunyi ayat (2) Pasal 131 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut 
secara jelas menyatakan bahwa partisispasi masyarakat dalam di lakukan dalam 
bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Ayat (2) juga menjelaskan 
bahwa bentuk pengawasan tersebut kedudukannya lebih kuat dari hanya sekedar 
pemantauan. Baru pada ayat (3) Pasal 131 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentag 
Pilkada di rinci panduan dan batasan seperti apa pengawasan masyarakat terhadap 
pemilihan, sebagai berikut: 
Partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. Tidak melakuakan keberpihakan yang menguntunkan atau merugikan 
salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota; 
b. Tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan; 
c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan 
d.Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan 
pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar. 
 
 
 
                                                          
4Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif  (Jakarta: Erlangga 2015), h.142 
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Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi jelas bahwa 
dalam pemilhan gubernur, bupati, dan walikota amat  terbuka kesempatan bagi 
masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pengawasan. Terbukanya 
kesempatan semacam itu merupakan tren politik baru bahwa kedepan masyarakat 
akan selalu terlibat pemilu, tidak sebatas menjadi pemilih melainkan juga sebagai 
pengawas.5  
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 10 Tahun 2016 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 
Ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 
1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratif. 
Untuk mewujudkan amanah tersebut telah di tetapkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjandi undang-undang. 
Selain hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan beberapa 
ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan. 6 
Puncak pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
adalah pada saat hari pemungutan suaran dan perhitungan suara. Tahap ini 
                                                          
5Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif  (Jakarta: Erlangga 2015), h.144 
6Undang–Undang  Pilkada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, h.1 
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merupakan tahapan yang paling menentukan, karena benar-benar melibatkan 
seluruh aparat penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
serta seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya pimpinan partai politik 
para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tim sukses pasangan 
calon.7 
Ada banyak masalah yang bisa di identifikasi selama proses pemilihan 
kepala daerah. Ia tidak hanya berlangsung pada tahap persiapan, namun juga 
terjadi pada tahap pelaksanaan pilkada. Salah satu masalah yang terjadi di 
kabupaten Takalar ialah tidak akuratnya penetapan data pemilih. Masalah data 
pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pilkada 
mengalami ketidakakuratan data pemilih dan pada sebagian daerah menimbulkan 
gelombang protes dan demontrasi dari masyarakat. Banyak penduduk yang tidak 
terdaftar maupun penduduk yang telah pindah, orang yang meninggal atau anak-
anak yang bahkan bayi di data sebagai pemilih.8 Bahkan yang terjadi di kabupaten 
Takalar adalah terjadi seorang pemilih melakukan dua kali pemilihan calon Bupati 
dan Wakil Bupati dimana hal tersebut di lakukan di tempat dia sekarang tinggal 
dan tempat tinggal dia yang dulu. 
Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai 
pemilihan umum dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penanganan 
Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kab. Takalar)”. 
 
                                                          
7Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 
h.118 
8Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, h.121 
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 B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Tinjauan yuridis 
penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah (studi kasus kab. Takalar). 
Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Istilah “Yuridis” berasal dari inggris “Yuridicial” yang sering disinonimkan 
dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau 
analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul 
Scholten menyatakan bahwa interpretasi, penafsiran hukum, merupakan masalah 
yang sangat penting dalam kehidupan hukum. 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana adalah huku yang bertumpuh pada perbuatan yang dapat di 
pidana atau yang dapat di kenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat di pidana 
tersebut merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas. 
Perbuatan jahat yang substansinya harus di bedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: 
a. Perbuatan jahat sebagai ekses/gajala masyarakat yang di pandang secara 
konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social verscinjsel), 
ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-
norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan 
memiliki dampak negatif yang meluas adalah arti dalam “perbuatan 
jahat” dalam arti kriminologi.  
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b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk 
misdaadsbegrib). Perbuatan ini terwujud dalam arti in abstacto dalam 
berbagai peraturan-peraturan hukum pidana.  
Instrumen hukum (pidana) secara efektif di laksanakan dengan Law 
enforcement atau penegakan hukum merupakan antisipasi atau kejahatan. Istilah 
tindak pidana di pakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit. Akan tetapi di 
dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di indonesia di kenal istilah-
istilah yang tidak seragam dalam menterjemahkan strafbaar feit. Adapun 
beberapa istilah-istilah yang di pergunakan di dalam bahasa indonesia antara lain:  
1. Peristiwa pidana; 
2. Perbuatan pidana; 
3. Tindak pidana; 
4. Pelanggaran pidana. 
Dari beberapa istilah di atas yang paling popolar di pakai adalah istilah 
tindak pidana. Hal ini dapat di lihat di beberapa buku hukum pidana, serta 
peraturan perundang-undangan hukum pidana pada umumnya mempergunakan 
istilah tindak pidana. Namun ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah 
lain. Para pakar asing Hukum Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa 
Pidana, dengan istilah : 
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbaare Handlung di terjemahkan dengan perbuatan pidana, yang di 
gunakan oleh para serjana Hukum Pidana Jerman; dan 
3. Criminal Act di terjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
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Delik dalam bahasa Belanda di sebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, 
yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memilik arti: 
1. Straf di artikan sebagai pidana dan hukum, 
2. Baar di artikan sebagai dapat dan boleh, 
3. Feit di artikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat di pidana atau 
perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing di sebut 
Delict yang artinya adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan 
hukuman (pidana).  
Mengenai apa yang di maksud atau apa yang di artikan dengan perbuatan 
pidana atau tindak pidana, berikut penulis mengemukakan pandangan pakar 
hukum pidana, antara lain yaitu, R Tresna menjelaskan bahwa: 
“Strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 
perundangan yang lainnya terhadap perbuatan mana di adakan tindakan 
penghukuman”. 
J.E Jonkers menyebutkan bahwa: 
1. Strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit)  yang dapat di ancam pidana dengan 
undand – undang. 
2. Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung di 
lakukan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.  
Pengertia tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa: 
“Tindak pidana atau dalam bahasa strafbaar feit, yang sebenarnya 
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merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrech atau Kitab Undang-Undang 
Pidana (selanjutnya di sebut KUHPidana), yang sekarang berlaku di indonesia ada 
istilah dalam bahasa asing, yaitu Delict yang berarti suatu perbuatan yang 
pealakunya dapat di kenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat di katakan 
merupakan subjek tindak pidana”. 
Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah strafbaar feit yang di 
artika dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat di jatuhi sanksi 
pidana. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya 
dengan peristiwa pidana, demikian pula yang di kemukakan oleh Tresna, sebagai 
berikut: 
“Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia 
yang bertentangan denga Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan 
lainnya terhadap perbuatan mana di adakan tindakan pemidanaan”.  
Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang 
berkaitan dengan rangkain perbuatan manusia yang membuatnya di ancam pidana. 
Lanjut Simons mengartikan “strafbaarfeit (terjemahan Harafiah: peristiwa pidana) 
adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) 
seorang yang mampu bertanggung jawab”. Menurut Van Hamel, pengertian 
strafbaarfeit adalah: 
“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, 
strafwaardiq (patut dan bernialai untuk di pidana), dan dapat di cela karena 
kesalahan (enaam schould te wijten)”. 
Pengertian strafbaarfeit yang di kemukakan oleh Simons. Tampaknya lebih 
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menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (dolus), alpa, dan 
kelalaian (culpa lata), sementara Van Hamel mengartikan strafbaarfeit lebih luas, 
selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, 
bahkan Van Hamel menilai istilah strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih tepat 
adalah strafwaardigfeit. Dalam hal ini tindak pidana yang di maksudkan lebih 
mendekati tindak pidana pada saat berlangsungnya suatu pemilihan umum 
ataupun setelah di selenggarakannya pemilihan umum khususnya pemilihan 
umum legislatif.9 
3.  Pengertian Penanganan 
Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani kasus yang terkesan 
lambat. Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan 
pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah 
satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem 
penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme 
penegak hukum pemilu, dan meningkatkan kesadaran hukum seluruh pemangku 
kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana 
pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang 
perwujudan pemilu yang jujur dan adil. 
 4.  Pengertian Pemilihan Umum  
Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi 
untuk memilih wakil-wakil rakyat  yang akan duduk di lembaga perwakilan 
                                                          
9Nuria Mentari Idris, Skripsi, Tinjauan YuridisTerhadap Penanganan Tindak  Pidana 
Pada Pemilihan Uumum Legislatif 2014 di Kota Makassar  (Makassar: Universitas Hasanuddin 
2015), h.17 
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rakyat, serta salah salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang 
politik. Pemilu di laksankan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat 
tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, di perlukan cara untuk 
memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu 
tertentu. Pemilu di laksankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, jujur 
dan adil.  
5.  Pengertian Kepala Daerah 
Kepala Daerah adalah orang yang di berikan tugas oleh pemerintah pusat 
untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama tingginya. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa perubahan yang cukup 
signifikan dalam mekanisme maupun substansi pemilihan kepala daerah. Secara 
prosedural, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), mulai dari tahap pencalonan sampai dengan penetapan. Proses 
pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara 
langsung dengan ketentuan one man one vote (setiap anggota DPRD dapat 
memberikan suara pada satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah).10 
C. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang permasalahn di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk atau jenis tindak pidana pimilihan Kepala Daerah di 
                                                          
10Dede Mariana dan Coroline Paskarina,  Demokrasi dan Politik Desentralisas 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),  h.27 
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Kabupaten Takalar ? 
2. Bagaimana proses pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan 
Kepala Daerah  yang ada di Kabupaten Takalar ? 
D.  Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah merupakan dasar penelitian atau dasar teori yang 
menjadi pedoman bagi penulis. Tinjauan pustaka sangat penting dimasukkan 
sebagai salah satu dari penelitian karena dalam menganalisa suatu persoalan atau 
masalah perlu adanya kajian teori terlebih dahulu merupakan acuan penulis dalam 
membahas hasil penelitian di lapangan. 
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak di temukan 
penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan 
beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1. Leo Agustino dalam bukunya: Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. 
Buku ini membahas tentang mekanisme penyelenggaraan pilkada, 
permasalahan-permasalahan yang meliputi pilkada, pilkada dan 
netralitas birokrasi, merebut hati pemilih, serta bisnis dan politik pasca 
pilkada. 
2. Gunawan Suswantoro dalam bukunya: Pengawasan Pemilu Partisipatif. 
Buku ini mebahas tentang demokrasi dan pemilu yakni mewujudkan 
pemilu yang demokratis, parameter pemilu dan penyelenggara pemilu, 
tahap-tahap pemilu, Bawaslu RI sebagai pngawal pemilu yang 
demokratis, manejemen pemilu, serta model penyelenggara pemilu dan 
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perkembangannya di indonesi. Isi dari buku ini semuanya mengenai 
tentang pemilu secara umum. 
3. Toni Andrianus Pito, dkk dalam bukunya: Mengenal Teori-teori Politik 
Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Buku ini membahas tentang 
Defenisi pemilu, Elemen pemilu, Asas pemilihan umum, Susunan dan 
tipe-tipe dasar pemilu, Kualitas pemilu, Pemilu dengan sistem 
representasi proporsional, Elemen penting sistyem pemilu presiden 
secara langsung, Electoral process: (struktur, peserta, penyelenggara dan 
mekanisme pemilu), Veriabel pokok sistem pemilu (uraian elemen 
pemilu), Ambang bawah,atas dan ambang efektif, Cara perhitungan 
suara, Stembuss accord, Hak memilih, Daftar pemilih, Manupulasi 
pencalonan kandidat, Pengawas pemilu, Pemantau pemilu dan Tindak 
pidana Pemilu. 
4. Rozali Abdullah  dalam bukunya: Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan 
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.  
5. Kacung Marijan dalam bukunya: Sistem Politik di Indonesia 
Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Buku ini membahas tentang 
sistem-sistem pemilu, modifikasi sistem proporsional, sistem untuk 
DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah, sistem pemilu dan 
stabilitas pemerintahan.  
Beberapa teori diatas membahas tentang sistem pemilihan umum secara 
umum. Sedangkan penulis membahas pemilihan umum secara khusus tentang 
kasus penelitian pilkada yang berada di Kabupaten Takalar. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpan dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengertahui bentuk atau jenis tindak pidana Pemilihan kepala 
Daerah di kabupaten takalar. 
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penanganan tindak pidana 
Pemilihan Kepala daerah yang ada di Kabupaten Takalar. 
Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah: 
1. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para 
penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan 
dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan alat bagi 
para pencari keadilan serta menjadi salah satu kontribusi akademis bagi 
masyarakat yang masih kurang paham terhadap pelaksanaan praperadilan serta 
prose peradiln di Indonesia. 
2. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk 
dijadikan bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai teguran tehadap 
pemerintah untuk lebih sigap menaggapi peredaran  yang merugikan masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis 
Istilah “Yuridis” berasal dari inggris “Yuridicial” yang sering disinonimkan 
dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau 
analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul 
Scholten menyatakan bahwa interpretasi, penafsiran hukum, merupakan masalah 
yang sangat penting dalam kehidupan hukum. 
Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-
undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang baru, yang segera 
diserap kedalam struktur keselurahan tersebut. Dengan demikian, apabila orang 
ingin memberi arti pada suatu undang-undang tertentu, maka ia harus 
melakukannya dalam konteks yang demikan itu. Dalam hubungan ini maka kata-
kata suatu undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala 
dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk 
memahami masing-masing undang-undang sedemikan rupa, sehingga merupakan 
suatu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-undang bisa dilihat 
sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu pengisian dan/atau penyimpangan 
dari yang lain. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa tinjauan yuridis 
memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan perundang-undangan, 
penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian suatu 
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masalah hukum. Juga memuat delik apa yang terjadi, unsur-unsur, delik terpenuhi, 
pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. 
Tinjauan yuridis yang di maksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji di sini adalah hukum menurut ketentuan 
pidana materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu 
kajian yang membahas mengenai delik apa yang terjadi, siapa pelakunya, 
terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta 
penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana. 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
“Delik” berasal dari bahasa Latin yakni kata delictun. Dalam bahasa Jerman 
disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di keluarkan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tercantum sebagai berikut: 
“Delik” perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana”. 
Rumusan di atas tidak tepat menurut Profesor Mr. Van der Hoeven karena 
yang dapat di hukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.  
Prof. Moeljatno, S.H., memakai istilah “perbuatan pidana” dan  beliau tidak 
setuju dengan istilah “tindak pidana” karena beliau “tindak” lebih pendek dari 
pada perbuatan, tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti 
perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. 
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Mr. Drs. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang di 
tinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Mr. Tirtaammidjaja 
memakai istilah “pelanggaran pidana”. 
Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui strafbaar feit/delik, penulis 
mempergunakan kata delik untuk strafbaar feit agar tidak menimbulkan persepsi 
yang tidak tepat. 
Keberatan Profesor Van der Hoeven, sesungguhnya kurang beralasan jika 
diperhatikan pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: 
“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan 
pidana dalam undang – undang yang terdahulu dari perbuatan itu”. 
 
Dalam hal ini tepat yang di katakan Van Hattum bahwa perbuatan dan orang 
yang melakukan, sama sekali tidak dapat di pisahkan (“dat feit en persoon in’t 
strafrecht onafscheidenlijk zijn”). 
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat hukum bila 
memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
a. Ada suatu norma pidana tertentu. 
b. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang. 
c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi. 
Dengan perkataan lain, tak seorang pun karena suatu perbuatan tertentu, 
bagaimanapun jahatnya, dapat di hukum kecuali telah di tentukan suatu 
berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu. 
Mengenai defenisi “delik” (“strafbaar feit”) dapat di lihat pendapat pakar – 
pakar, antara lain: 
18 
 
a. Vos : “Delik adalah feit yang di nyatakan dapat di hukum oleh undang-
undang”.  
b. Van Hamel: ”Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap 
hak-hak orang lain”. 
c. Prof. Simons : ”Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun  tidak sengaja oleh seorang yang dapat 
di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 
di nyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat di hukum. 
 
Berdasarkan rumusan Prof. Simons maka delik (strafbaar feit) memuat 
beberapa unsur yakni: 
a. Suatu perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-
undang. 
c. Perbuatan itu di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung 
jawabkan. 
Rumusan Prof. Simons pada hakikatnya serupa dengan maksud pasal 1 ayat 
(1) KUHP.1 
Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga 
delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana negara-negara 
Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. 
Oleh karena itu, KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah 
aslinya pun sama strafbaar feit. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah 
strafbaar feit itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh 
memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar 
feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya 
                                                          
1
Leden Marpaung, Unsur – Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1991), h.3- 4 
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Utrecht menerjemahkan istilah feit secara harafiah menjadi peristiwa. Sama 
dengan istilah yang di pakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 
juga memakai istilah peristiwa pidana. 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu 
adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang 
tertentu saja, misanya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, 
tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. 
Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, 
seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana 
imigrasi, undang-undang tindak pidana suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana 
itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” 
sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata 
“tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam 
menjelaskannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”. 
A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena 
“perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua 
kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada 
hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan 
Moeljatno, tetapi keduanya rupanya di pengaruhi oleh istilah yang di pakai di 
Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk 
menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin 
menambahkan bahwa lebih baik di pakai istilah padanannya saja, yang umum di 
pakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa Latin Delictum). Memang jika 
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kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, di samping 
istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” 
juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai 
istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”. 
Di Negara Belanda di pakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah itu tidak 
meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian (nalaten). Pemakaian 
istilah feit pun di sana dikritik oleh Van der Hoeven, karena katanya yang dapat di 
pidana ialah pembuat, bukan feit itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan 
istilah strafwaardig feit (strafwaardig artinya patut di pidana). Oleh karena itu, 
Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah delict kurang di persengketakan, hanya 
karena istilah “strafbaar feit” itu telah bisa di pakai. 
Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat di samakan 
dengan criminal act, jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang meliputi pula 
pertanggungjawaban pidana. Katanya, criminal act itu berarti kelakuan dan 
akibat, yang di sebut juga actus reus. Oleh karena itu, pada tulisan ini di pakai 
istilah delik saja, yang netral  itu.2 
Menurut Simons, strafbaar feit adalah perbuatan manusia yang bertentangan 
dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang 
dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).3 
Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. 
Secara literlijk bias kita terima. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat 
                                                          
2
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana(edisi revesi 2008) (Jakarta: Rineka Cipta, 
2008), h. 86-88 
3C.S.T. Kansil dan  Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian:Hukum Pidana (Cet: 2Jakarta: 
PT. Ikrar Mandiriabadi: 2001), h.106 
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istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, feit 
memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan.Kata pelanggaran telah lazim 
digunakan dalam pembendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah 
overtrading sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok 
tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.4 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
Pada umumnya Delik terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok 
subjektif dan unsur pokok objektif. 
1. Unsur pokok subjektif 
Asas pokok hukuum pidana”tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. (An 
act does not make a person guility unless the mind is guility/actus non facitt 
reum, nisi mens sit rea). Kesalahan di maksud di sini adalah sengaja (the 
intention/opzet/dolus) dan kealpaan (the negligence/schuld). 
a. Sengaja (the intention/dolus) 
Menurut para pakar ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu: 
1) Sengaja sebagai maksud (oogmerk). 
2) Sengaja dengan keinsafan pasti (opset bijzekerheids bewuszijn). 
3) Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis). 
b. Kealpaan (the negligencel culpa), adalah merupakan bentuk kesalahan 
yang lebih ringan dari dolus (sengaja). Ada 2 (dua) bentuk kealpaan yakni: 
1) Tidak berhati-hati. 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
                                                          
4
Adami Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana 1 (Ed. 1-2, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada: 2005), h.69 
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2. Unsur pokok objektif, terdiri dari: 
a. Perbuatan manusia berupa: 
1) Act yakni perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut 
perbuatan positif. 
2) Omission yakni tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagai 
pakar menyebut dengan perbuatan negatif. Dengan perkataan lain 
ialah membiarkan, mendiamkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia. 
Hal ini erat hubungannya dengan cousaliteit yang akan di uraikan kemudian. 
Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya: 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, kehormatan dan lain 
sebagainya. 
c. Keadaan – keadaan (the circumstences). 
Pada umumnya keadaan-keadaan ini di bedakan antara: 
1) Keadaan pada saat perbuatan di lakukan. 
2) Keadaan setelah perbuatan melawan hukum. 
d. Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum. 
Sifat dapat di hukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan 
hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu 
delik, satu unsur saja tidak ada atau tidak di dukung bukti akan menyebabkan 
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tersangka/terdakwa tidak dapat di hukum. Penyidik, Penuntut Umum harus 
dengan cermat meneliti tentang adanya unsur – unsur delik tersebut. Seandainya 
satu unsur tidak di dukung alat bukti berdasarkan 184 KUHP agar kasus perkara 
tidak di teruskan demi efesiensi dan efektifitas guna mencengah penderitaan batin 
yang berlarut-larut yang akan di alami tersangka/terdakwa. Kalau toh tidak semua 
unsur di dukung oleh alat bukti dan kalau di ajukan kepersidangan akan dituntut 
bebas betapa inefisien tindakan/kebijaksanaan tersebut. Demikian juga halnya 
dengan putusan Pengadilan Negeri jika memang satu unsur dalam pemeriksaan 
persidangan tidak terbukti secara kesatria harus diakui, maka kebijaksanaan 
demikian telah seirama dengan Pembangunan Nasional.5 
3. Jenis – Jenis Rumusan Tindak Pidana (Delik) 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahirlah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakukan dan akibat yang timbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).6 
Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah 
mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Di 
antara beberapa pembedaan yang terpenting, yaitu: 
1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran 
Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan 
pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat 
                                                          
5
Leden Marpaung, Unsur – Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1991), h.6-8 
6
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra 
Wacana Media), h.193 
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delik-delik yang disebut kejahatan (misdrijven), sedangkan Buku II KUHPid 
memuat delik-delik yang di sebut pelanggaran (overtredingen). 
2. Kejahatan dan Kejahatan Ringan. 
Dalam Buku II (Kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, 
yaitu kejahatan-kejahatan ringan (Belanda: lichte misdrijven). Menurut J.E. 
Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. 
Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatan ringan, yaitu: 
a. Penganiayaan hewan ringan. Pasal 302 ayat (1) KUHPid. 
b. Penghinaan ringan. Menurut Pasal 315 KUHPid. 
c. Penganiayaan ringan. Dalam Pasal 325 ayat (1) KUHPid di tentukan bahwa 
kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal356. 
d. Pencurian ringan. Menurut Pasal 364 KUHPid, perbuatan yang di terangkan 
dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4. 
e. Penggelapan ringan. Menurut Pasal 373 KUHPid, perbuatan yang di 
rumuskan dalam Pasal 372. 
f. Penipuan ringan. Menurut Pasal 379 KUHPid, perbuatan yang di rumuskan 
dalam Pasal 372. 
g. Penadahan ringan. Menurut Pasal 482 KUHPid, perbuatan sebagaimana di 
rumuskan dalam Pasal 480. 
h. Penjualan yang berbuat curang ringan. Menurut Pasal 384 KUHPid, 
perbuatan yang di rumuskan dalam Pasal 383. 
i. Perusakan ringan. Menurut Pasal 407 ayat (1) KUHPid, perbuatan – 
perbuatan yang di rmuskan dalam Pasal 406. 
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3. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang. 
Delik hukum (rechtsdelict) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah 
dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang 
merumuskannya dalam undang-undang. 
Delik undang-undang (wetsdelict) adalah perbuatan yang oleh masyarakat 
nanti diketahui sebagai melawan hukum karena di masukkan oleh pembentuk 
undang-undang ke dalam suatu undang-undang. 
4. Delik Formil dan Delik Materil. 
Delik formil atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang 
dianggap telah selesai (voltooid) dengan di lakukannya suatu perbuatan yang di 
larang. 
Delik materil atau delik  dengan perumusan materil adalah delik yang baru 
di anggap selesai (vooltooid) dengan timbulnya akibat ang di larang. 
5. Delik Aduan dan Delik Bukan-Aduan. 
Delik aduan (klachtdelict) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada 
pengaduan dari pihak yang bekepentingan. Delik aduan dapat di bedakan atas 
delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik 
aduan dan delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu 
merupakan delik aduan. 
6. Delik Sengaja dan Delik kealpaan. 
Delik sengaja adalah perbuatan yang di lakukan dengan sengaja (dolus). 
Sedangkan delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan 
(culpa). 
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7. Delik Selesai dan Delik Percobaan. 
Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari 
suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaanya 
tidak selesai. 
8. Delik Komisi dan Delik Omisi. 
Delik komisi (commissie delict) adalah delik yang mengancamkan pidana 
terhadap di lakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Sedangkan delik omisi 
(ommissie delict) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap sikap tidak 
berbuat sesuatu (perbuatan pasif). 
9. Subjek Tindak pidana. 
Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat di bebani tanggung 
jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana.7 
C. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Pemilihan Umum 
Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani kasus yang terkesan 
lambat. Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan 
pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah 
satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem 
penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme 
penegak hukum pemilu, dan meningkatkan kesadaran hukum seluruh pemangku 
kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana 
pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang 
perwujudan pemilu yang jujur dan adil. 
                                                          
7Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), h. 69-82 
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D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum 
1. Pengertian Pemilihan Umum 
Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik raktat dalam sebuah 
negara demokrasi. Maka kebersihan, kejujuran, dan keadilan pelaksaan pemilihan 
umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, 
selanjutnya di sebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pemilu. Ini 
menunjukkan bahwa betapa pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan 
bernegara di indonesia. Namun, kondisi ideal tampaknya tidak senantiasa berjalan 
mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai 
idealistik dari pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksaan pemilu 
sampai terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pemilu.8 
Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri. Di tingkat provinsi dibentuk KPU provinsi, di tingkat 
kabupaten/kota di bentuk KPU kabupaten/kota. Adapun di tingkat kecamatan di 
                                                          
8
Aras Firdaus, Skripsi.Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Medan: Universitas 
Sumatera Utara, 2013), h.4 
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bentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pada tingkat desa/kelurahan di 
bentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk menyelenggarakan pemungutan 
suara di tempat pemungutan suara di bentuk kelompok penyelenggara 
pemungutan suara (KPPS). Khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara di luar 
negeri di bentuk kelompok pemungutan suara luar negeri (KPPSLN). 
Untuk menjamin terlaksana Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil, fi bentuk Badan Pengawas – Penagawas Pemilu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluru Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Di tingkat provinsi di bentuk Badan Bawaslu provinsi, di tingkat 
kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota, di 
tingkat kecamatan di bentuk Panwaslu kecamatan, dan untuk mengawasi 
penyelenggraan Pemilu di tingkat desa di bentuk Pengawas Pemilu Lapangan.9 
Secara sederhana sistem pemilu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu 
sitem proposional dan sistem nonproposional. Mengingat masing-masing sistem 
pemilu itu memiliki kelebihan dan kekurangan, perdebatan mengenai sistem 
pemilu mana yng seharusnya dipakai indonesia pascaruntuhnya pemerintahan 
Soeharto cukup menonjol. Perdebatan itu, khususnya terjadi diantara pendukung 
sistem pluralitas/mayoritas atau sistem distrik dan pendukung sistem proposional. 
Perdebatan dimulai oleh para pendukung sistem distrik yang melihat kelemahan-
kelemahan sistem proposional yang selama dipakai indonesia. Sistem demikian, 
dikatakan telah melahirkan para wakil rakyat yang kurang memiliki kedekatan 
                                                          
9
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik  di Luar KUHP 
(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group), h.323 
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dan akuntabilitas kepada rakyat. Untuk itulah, diusulkan adanya sistem distrik 
(nonproposional), khususnya sistem FPTP. 
Tetapi, sebagaimana diuraikan di dalam subbab berikut, usulan untuk 
menggunakan distrik itu ditolak. Pemilu-pemilu pascapemerintahan Soeharto 
tetap menggunakan sistem proposional, meskipun dengan modifikasi yang 
berbeda dengan pemilu – pemilu yang diadakan sebelumnya.10 
2. Tindak Pidana Pemilu 
Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang 
sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah 
lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam 
bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit. Jika di kaitkan dengan pemilu, 
maka dapat di istilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. 
Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan 
menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam 
proses penyelenggaraan pimilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu 
diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau hubungan dengan 
pelaksanaan tahap-tahapan pemilu. 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu 
didefenisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap 
ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
Defenisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
                                                          
10Kacung Marijan, Sitem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.91 
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2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai 
tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan undang-
undang pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana 
pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran 
tersebut diancam sanksi pidana dalam undang-undang pemilu. 
Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana 
pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pelanggaran dan kejahatan.11 
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan yang mandiri dalam arti 
tidak dibawah kekuasaan lembaga Negara yang lain. Komisi Pemilihan Umum 
(disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum 
di indonesia. KPU memegang peranan penting sebagai penyelenggara demokrasi 
bagi rakyat. Karena itu untuk menyelenggarakan pemilu, tidak perlu lagi 
pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya, kecuali yang bersifat 
administratif untuk memperlancar kesiapan teknis karena fungsi sekretariat masih 
ditangan pemerintah. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan tugas dan 
wewenangnya berdasarkan perundang-undangan sesuai dengan tahapan yang 
benar pada proses penyelenggaraan pemilu. Dalam Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden 
                                                          
11Khairul Fahmi, Jurnal, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (System For The 
Crime of Election) (Universitas Andalas, 2015), h. 266 
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Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan 
Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan 
Umum, dijelskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai 
tugas kewenangan sebagai berikut : 
a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; 
b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak 
sebagai peserta Pemilihan Umum; 
c. Membentuk panitia pemilihan indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan 
mengkoordinasiakan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat 
sampai ditempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS; 
d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap 
daerah pemilihan; 
e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum disemua daerah pemilihan 
untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; 
f. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil 
Pemilihan Umum; 
g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. 
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut 
juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud 
dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pemilihan umum 
dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilian umum. KPU meskipun tugas 
utama yang dilakukannya sebagai pelaksanaan pemilihan umum (bukan pengawas 
pemilihan umum), tetapi ternyata KPU juga menyusun dokumen mengenai 
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pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Ada dua dokumen penting yang 
disusun KPU berkaitan dengan hal ini, yaitu dokumen pertama adalah buku 
inventarisasi pelanggaran dan kecuragan pemilihan umum dan dokumen kedua 
adalah buku evaluasi pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Perbedaan 
kedua dokumen ini sudah menggambarkan perbedaan sifat dari data yang 
disajikan, yanng pertama berisi inventarisasi yang menguraikan masalah, tempat 
kejadian serta keterangan dari tiap kejadian. Sementara dokumen kedua berisi 
evaluasi dari peristiwa pelanggaran dan kecurangan yang menguraikan siapa 
pelaku dari pelanggaran atau kecurangan itu, kapan dan dimana terjadinya, uraian 
tindak pidana, jenis tindak pidana, pasal yang dilanggar dan barang bukti yang 
ada.12 
4. Hak Memilih 
Hak memilih bagi Peter Schroder, merupakan dasar keikutsertaan dalam 
pemilu. Setiap manipulasi atas hak pilih ini ada alasan serta akibat yang khusus. 
Oleh karena itu, seringkali ada upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan 
bantuan penggantian hak pilih ini. Yang pertama-tama perlu tersedia adalah 
sebuah ketentuan yanng berlaku, yang mengatur undang-undang pemilu secara 
umum. Hal ini berarti bahwa setiap warga yang memenuhi ketentuan berhak 
untuk memberikan suaranya terlepas dari jenis kelamin, suku bahasa, kepercayaan 
atau keyakinan politik yang dimilikinya. Ketentuan/persyaratan yang dimaksud 
diatas adalah yang menyangkut usia tertentu, kewarganegaraan, tempat tinggal, 
                                                          
12Nuria Mentari Idris, Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana 
Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar (Makassar:Universitas Hasanuddin 
2015), h.13-17 
33 
 
kesehatan mental dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Namun hal 
ini sering dimanipulasi. 
Diskusi yang terus dilakukan adalah yang menyangkut permasalahan buta 
huruf (analphabitisme). Keraguan bahwa pemilih yang buta huruf atau mengalami 
kesulitan untuk memahami lembaran kertas suara yang rumit bukannya tidak 
beralasan. Adalah tugas negara untuk menyiapkan kertas suara sedemikian rupa, 
misalnya dengan bantuan gambar atau simbol, sehingga orang yang buta huruf 
sekalipun dapat mengenali partai/kandidat yang diajukan. Undang-Undang pemilu 
hendaknya juga mempertimbangkan kemampuan para pemilih.13 
E. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah 
1. Pengertian Kepala Daerah 
Kepala Daerah adalah orang yang di berikan tugas oleh pemerintah pusat 
untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama tingginya. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di 
tetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang 
ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia 
baru, Indonesia yang lebih demokratif, lebih adil dan lebih sejahtera. 
Semenjak dilaksanakannya undang-undang ini secara efektif, telah banyak 
perubahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perubahan 
ini tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga terjadi pada hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah. Dalam arti sebagian besar wewenang di bidang 
                                                          
13Toni Andrianus Pito, DKK, Mengenal Teori–Teori Politik  dari Sistem Politik Sampai 
Korupsi (Bandung: Nuansa, 2006), h.387 
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pemerintahan diserahkan kepada daerah. Wewenang yang tetap dimiliki oleh 
pemerintah pusat adalah wewenang di bidang politik luar negeri, pertahanan dan 
keamanan, peradilan dan fiskal, serta agama.14 
2.  Tugas dan Wewenang Kepala Daerah 
Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala 
daerah mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: 
a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan daerah, berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 
b. Mengajukan rancangan perda; 
c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengn peraturan perundang-
undangan; dan 
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-
undangan.15 
3.  Kewajiban Kepala Daerah 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil 
kepala daerah mempuanyai kewajiban, yaitu: 
                                                          
14Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemelihan Kepala Daerah 
Secara Langsung  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.1 
15Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemelihan Kepala Daerah 
Secara Langsung (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.30 
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a. Memegang teguh dan mengamalkan pancaasila,melaksanakan UUD 
Negara Republik Idonesia 1945, serta mempertahankan dan memulihkan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
c. Memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam arti penyerapan aspirasi, 
peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 
e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 
f. Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 
g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; 
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
daerah; 
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan 
semua perangkat daerah; 
k. Menyampaikan rencana strategis (restra) penyelenggaraan pemerintahan 
dihadapan Rapat Paripurna DPRD.16 
4.  Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah sdan wakil kepala 
daerah, seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil persiden, yaitu 
pemilihan secara langsung. Ada beberapa alasan lain yang mengharuskan kita 
                                                          
16
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemelihan Kepala Daerah 
Secara Langsung (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.33 
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melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat; 
b. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala saerah 
dengan DPRD; 
c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dengan DPRD; 
d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD 
dan DPRD; dan 
e. Mencegah terjadinya politik uang. 
5.  Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung meliputi: 
a. Penyelenggaraan; 
b. Panitia pengawasan (panwas); 
c. Pemantau; dan 
d. Tahapan penyelenggaraan.17 
F.  Pandangan Hukum Islam Tentang Pemimpin 
Pemimpin adalah contoh tauladan bagi masyarakatnya, seorang pemimpin 
itu senantiasa harus patuh dan tunduk dalam undang-undan maupun dalam syariat 
islam ,dalam sistem pemerintah allah SWT memerintahkan seoarang setiap umat 
manusia untuk menaati Allah, menaati Rasulnya dan menaati Ulil amri 
                                                          
17Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemelihan Kepala Daerah 
Secara Langsung  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.53 – 64 
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(pemimpin) dianatara kamu, sebagaimana di jelaskan dalam QS al-Nisa ayat 
(59).18 
                                    
                                     
Terjemahannya:  
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
 
 Ayat ini menjadi dalil bagi kewajiban untuk mengangkat ulil amri atau 
pemimpin yang berwenang mengatur urusan kaum muslim. Ayat ini juga 
memberikan penjelasan mengenai pilar-pilar pemerintah islam. Berkenaan dengan 
masalah kedaulatan, ayat ini memberikan konsep amat jelas, bahwa kedaulatan 
dalam pemerintahan islam (yang dikenal dengan khilafah) ada di tangan syariah. 
Diantara buktinya: 
1. Perintah untuk menaati Allah swt dan Rasulullah saw, yakni tunduk dan patuh 
pada segala ketentuan dalam al-quran dan sunnah. Ketetapan ini meniscayakan, 
semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber dari 
keduanya. Memang benar selain diperintahkan taat kepada allah swt dan rasul-
nya, kaum muslim juga diperintahkan taat kepada ulil amri. Namun, ketaatan 
itu bukan tanpa batasan sama sekali kewajiban taat itu berlaku jika perkara 
yang diperintahkan ulil amri bersesuaian dengan hukum syariah. 
                                                          
18
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Solo: Tiga 
Serangkai,2015), h.87 
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2. Ayat ini menetapkan, setiap perselisihan yang terjadi wajib dikembalikan pada 
syariah (hukum islam). Bertolak dari dua bukti di atas, jelas bahwa kedaulatan 
dalam pemerintahan islam ada di tangan syariah. 
Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan konsep demokratis.Dalam 
demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat.Sebagai pemilik kedaulatan, semua 
kehendak rakyat yang harus di patuhi.Konsekuesinya, rakyatlah yang memiliki 
hak untuk menentukan perjalanan hidup masyarakat.Rakyat pula yang 
menentukan sistem, hukum, dan kostitusi yang cocok bagi mereka, tidak peduli 
apakah undang-undang itu sejalan dengan syariah atau berlawanan 
dengannya.Sebagaimana rakyat berhak membuat dan menetapkan sebuah undang-
undang, rakyat juga berhak membatalkan, mengganti atau mengubah undang-
undang tersebut. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Terkait penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan 
penelitiann lapangan. Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk 
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menjelaskan pandangan Tinjauan 
Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus 
Kabupaten Takalar. 
Dikatakan penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan 
secara tepat sifat-sifat suatu Induvidu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, 
atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar, Yaitu di Pengadilan 
Negeri Takalar, KPU, Bawaslu Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dalam hal ini, penunjukan secara purposive (langsung), dengan pertimbangan 
pemilihan lokasi adalah pengadilan ini sudah banyak menangani kasus /masalah 
yang terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis (normatif). Yakni pendekatan yang melihat secara yuridis (normatif), 
apakah pelaksanaan dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum sudah 
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sesuai atau tidak dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dengan 
tujuan mendapatkan suatu gambaran dan situasi terkait dengan Tinjauan Yuridis 
Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten 
Takalar). 
 Selain Pendekatan yuridis normatif, maka disini penelitian juga akan 
melakukan pendekatan sosiologis, dengan tujuan merujuk langsung kepada para 
pihak yang berperkara di pengadilan tersebut, guna mencari informasi yang lebih 
lanjut serta yang lebih efektif terkait implementasi pemberian Tinjauan Yuridis 
Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten 
Takalar). 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari narasumber. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 
majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan dengan 
sasaran penelitian. data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari 
Pengadilan Negeri Takalar sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  
Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi 
data, pengilahan data, dan analisis data. 
2. Sumber Data 
Sumber yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah 
responden yang disebut narasumber penelitian. narasumber ini diambil dengan 
cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya 
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dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. 
adapun tekhnik yang digunakan untuk menentukan narasumber lain antara lain: 
a. Sampling Purposive 
Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal 
ini menentukan sejumlah narasumber yang dianggap tetpat dapat memberikan 
informasi mengenai objek yang di teliti sebelum penelitian dilaksanakan, dengan 
cara menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan narasumber serta informasi 
apa yang diinginkan dari masing-masing narasumber. 
b. Snow Ball Sampling 
Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipiluh satu atau dua orang, tetapi 
karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, 
maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi 
data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.1 
Dalam hal ini penentuan narasumber dari satu narasumber ke narasumber 
lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga dicapai 
sejumlah narasumber yang dianggap telah memperesentasikan berbagai informasi 
atau keterangan yang diperlukan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview (wawancara). 
Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung 
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapan muka mendengarkan 
                                                          
1Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet:xx 
(Bandung:ALFABETA.2014), h.85 
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secara langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-keterangan dari 
narasumber.  
Adapun narasumber yang diwawancarai yakni hakim Pengadilan Negeri 
Takalar, Ketua KPU, Pegawai Bawaslu. 
Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan 
cara memperhatikan langsung terkait objek penelitian. 
2. Wawancara  
Dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak di Pengadilan Negeri 
Takalar, KPU, Bawaslu Kabupaten Takalar 
3. Dokumentasi 
Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Takalar, 
KPU, Bawaslu Kabupaten Takalar 
E. Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah penelitian itu sendiri. Guna melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 
data, amalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan  atas semua 
nantinya. Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas insrtumen 
pengumpulan data. 
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Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
1. Pengamatan (Observation), yaitu melakukan pengamatan terhadap 
masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam 
masyarakat-masyarakat tertentu. 
2. Pedoman wawancara, adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka 
(face to face), yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 
untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seseorang responden.2 
3. Data dokumentasi, adalah.catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 
atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
F. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif 
dengan cara: 
1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data, yaitu mengumulkan data dengan cara memasukkan data 
dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di 
reduksi dan disajikan. 
Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data tersebut akan di analisa kedalam analisis kualitatif yang 
merupakan teknik pengelolaan data kualitatif  (kata-kata) yang dilakukan dalam 
                                                          
2Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:PT.Raja 
Grafindo Persada.2004), h.68-82 
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rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan 
analisis konseptual dan analisa teoritik. 
45 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Pengadilan Negeri Takalar 
 Pengadilan Negeri Takalar merupakan salah satu lembaga peradilan di 
Indonesia yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kalabbirang, Kabupaten 
Takalar Kode Pos 90615, dengan wilayah hukum meliputi 9 wilayah kecamatan, 
21 Kelurahan dan 67 Desa. 
 Keadaan Geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan 
dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan 
kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m, dengan 
batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan 
rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan 
basal. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, 
yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 
Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, 
Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar 
dilewati oleh 4 buah sungai,yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai 
Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat 
bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.  
Kabupaten Takalar terletak antara 5031 sampai 50381 Lintang Selatan dan 
antara 1990221 sampai 1990391 Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km2, 
yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 
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22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), 
tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun 
campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) 
dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%). Dengan batas wilayah Kabupaten 
Takalar sebagai berikut : 
Sebelah Utara dengan kota;. Makasar dan Kabupaten Gowa 
Sebelah Selatan dengan Laut Flores 
Sebelah Barat dengan Selat Makassar 
Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa 
 Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-
masing : Kecamatan Manggarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan 
Polombangkeng Selatan, Kecamatan Polombangkeng Utara Kecamatan Galesong 
Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan 
Galesong, Kecamatan Sanrobone. 
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar adalah lembaga 
penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas 
melaksanakan pemilu yang berada dijalan Kalabbirang Kabupaten Takalar, 
sulawesi selatan. 
 Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah : 
a. Merencenakan penyelenggarakan PEMILU 
b. Menetapkan Irganisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan PEMILU 
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c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan 
pelaksanaan PEMILU. 
d. Menetapkan peserta PEMILU 
e. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) kabupaten / kota 
f. Menetapkan waktu , tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan 
pemungutan suara 
g. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) kabupaten / kota 
h. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMILU 
i. Melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan lain yang di atur dalam 
Undang – Undang. 
3. Bawaslu Kabupaten Takalar 
 Bawaslu Kabupaten Takalar adalah badan pengawas pemilu yang berada 
dijalan Kalabbirang Kabupaten Takalar, sulawesi selatan. 
 Adapun perasaan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 
Takalar, KPU, Bawaslu Kabupaten Takalar, awalnya penulis merasa degdegan, 
dan sedikit canggung untuk melakukan penelitian dikarenakan penulis baru 
pertama kalinya melakukan wawancara diketiga tempat tersebut, adapun 
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perlakuan dan penyambutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi menurut 
penulis sangat baik, ramah dan sangat mendukung penulis dalam proses 
wawancara berlangsung sehingga penulis merasa sangat diterima dengan baik dan 
mempunyai perasaan yang nyaman selama penelitian.  
B. Bentuk Atau Jenis Tindak Pidana Pimilihan Kepala Daerah Di Kabupaten 
Takalar. 
Sebanyak 17 Provinsi dan 115 Kabupaten, dan 39 Kota serentak menggelar 
pemungutan suara pada 27 Juni 2018. Berdasarkan Data Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilu (DP4), jumlah potensial pemilih mencapai 160.756.143 jiwa, 4 
(empat) kali lebih besar dari Pilkada 2017 yang hanya mencapai 41.802.538 jiwa. 
Semakin banyak jumlah daerah dan pemilih yang mengikuti Pilkada, maka 
semakin tinggi pula potensi pelanggaran yang terjadi. Sementara ini Bawaslu 
tengah merilis aspek kerawanan dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2018, 
meliputi integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi, partisipasi, 
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Politik Uang, Keamanan, Politik 
Identitas, dan Media Sosial. Maka, agar terwujud penyelenggaraan Pilkada yang 
demokratis, berkualitas, dan bermartabat sebisa mungkin potensi pelanggaran 
dalam Pilkada diminimalisir. 
Menurut Pasal 73 ayat (2) UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, 
lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski demikian sebagai upaya menjaga kualitas 
pilkada, masyarakat selaku pemegang hak pilih juga perlu turut menjadi pengawas 
dalam pelaksanaan Pilkada. Lantaran dalam prosedur penanganan pelanggaran 
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pemilihan, baik Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, 
Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS bertugas menerima 
laporan pelanggaran dari pemilih, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan 
(pasangan calon). 
Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana Pasal 135 ayat (1) 
UU 1 Tahun 2015 jo. UU  8 Tahun 2015 jo. UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi pelanggaran kode 
etik  penyelenggara  pemilihan, pelanggaran  administrasi  pemilihan, sengketa 
pemilihan, dan tindak  pidana  pemilihan. Masing-masing jenis pelanggaran 
tersebut memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda. Oleh karena 
itu agar dapat turut berperan mengawasi penyelenggaraan Pilkada masyarakat 
harus mengenal dan memahami jenis-jenis pelanggaran pilkada tersebut. 
Pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan 
pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada 
sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara 
pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik 
di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting 
yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi 
pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan 
adil. 
Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu 
menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu 
menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaran pemilihan, tidak 
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menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan. Jika dalam pelaksanaan 
pilkada esok masyarakat menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya 
dapat melaporkan/mengadukan kepada panwas. Panwas akan menindaklanjuti 
kepada Bawaslu dan akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan. 
Kedua, pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang 
meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 
dalamsetiaptahapan  penyelenggaraan  pemilihan  diluar  tindak  pidanapemilihan 
 dan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara pemilihan. Bentuk pelanggaran 
administrasi misalnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih, 
data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap 
kabupaten, kesalahan penulisan nama calon/gelar, kesalahan prosedur 
penghitungan suara. Jika menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya 
masyarakat dapat melaporkan/mengadukan ke panwas yang kemudian diteruskan 
kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk diselesaikan. 
Ketiga, sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta 
pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan 
sebagai akibat  dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk 
menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau 
temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai 
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. 
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Keempat, tindak pidana pemilihan, merupakan  pelanggaran atau kejahatan 
terhadap  ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk 
tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar 
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan 
untuk  pengisian daftar pemilih, melakukan  kampanye diluar jadwal yang telah 
ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, 
menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 
pemilih. Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya 
sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, masyarakat dapat melapor ke panwas atau 
langsung ke kepolisian. 
Bentuk atau jenis tindak pidana pilkada yang terjadi di Kabupaten Takalar 
yang telah dibenarkan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Takalar sekaligus 
sebagai Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa 
Bawaslu Kabupaten Takalar Syaifuddin, S.H
1
 mengatakan bahwa: 
 “Benar telah terjadi pelanggaran tindak pidana di Kabupaten Takalar yang 
telah melakukan pemilihan Kepala Daerah dengan cara memilih lebih dari satu 
kali pada TPS yang berbeda. Pelanggaran tindak pidana ini sangat disayangkan 
terjadi karena ini merupakan pelanggaran yang pertama kalinya yang terjadi di 
Kabupaten Takalar.” 
Adapun bentuk atau jenis tindak pidana pilkada yang terjadi di Kabupaten 
Takalar adalah bahwa terdakwa IRWAN TUTU bin HAYYONG DG CINI, 
pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.30 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, 
                                                             
1
Hasil Wawancara dengan Syaifuddin, S.H Selaku Ketua Bawaslu  Kab. Takalar pada 
tanggal 24 September 2018, 10.30 WITA 
52 
 
Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang pada waktu 
pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, 
1. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menyelenggarakan 
pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Takalar Tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan 
Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota Tahun 2017. 
2. Penyelenggaran Pemungutan Suara dilaksanakan pada Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) yang ditentukan berdasarkan Berita Acara Rapat 
Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Menjadi Daftar 
Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 
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Tahun 2017 Nomor: 49/BA-PILKADA/XI/2016 tanggal 2 November 
2016. 
3. Terdakwa yang sebelumnya telah menerima Surat Pemberitahuan 
Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) pada Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan 
Galesong atas nama IRWAN TUTU Nomor Urut DPT 354 dengan NIK 
7305092105870002, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 
09.40 WITA, terdakwa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong yang berada di Dusun 
Ballaparang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, 
setelah terdakwa menerima kertas suara dari petugas Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lalu terdakwa membawa kertas 
suara itu dan memberikan suaranya pada bilik yang disediakan, 
selanjutnya terdakwa mencelupkan jari kelingking kanannya pada tinta 
sebagai tanda bahwa terdakwa telah memberikan suaranya. 
4. Setelah terdakwa telah memberikan suaranya di Tempat Pemungutan 
Suara Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong, terdakwa menuju 
ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju 
Kecamatan Galesong Utara yang berada di Dusun Campagaya Timur, 
Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan tiba 
sekira pukul 10.30 WITA, terdakwa yang sebelumnya juga telah 
menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih 
(Model C6-KWK) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa 
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Tamasaju Kecamatan Galesong Utara atas nama IRWAN DG TUTU 
Nomor Urut DPT 494 dengan NIK 7305060107885005, seharusnya 
terdakwa menyampaikan kepada petugas pada Tempat Pemungutan Suara 
Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 
atau setidak-tidaknya menyampaikan kepada yang berwenang yaitu 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar atau Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara, bahwa terdakwa selain telah menerima 
Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-
KWK) atas nama IRWAN DG TUTU Nomor Urut DPT 494 dengan NIK 
7305060107885005 tersebut, terdakwa juga telah menerima Surat 
Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas 
nama IRWAN TUTU Nomor Urut DPT 354 dengan NIK 
7305092105870002 dan seharusnya terdakwa tidak memberikan suaranya 
di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara oleh karena terdakwa telah memberikan suaranya di 
Tempat Pemungutan Suara Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan 
Galesong, namun terdakwa tetap memberikan suaranya pada Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong 
Utara, yaitu terdakwa dengan memanfaatkan situasi pemilih yang ramai 
dan dengan alasan terdakwa terburu-buru, terdakwa berhasil menerima 
kertas suara dari petugas KPPS lalu terdakwa membawa kertas suara itu 
dan memberikan suaranya pada bilik yang disediakan, selanjutnya pada 
saat akan keluar dari Tempat Pemungutan Suara terdakwa berusaha 
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mengelabui petugas pada bagian tinta yaitu saksi ST. HAJIAH DG 
NGONA binti JAI DG BONTO, dengan cara terdakwa menyembunyikan 
tangan kanan dan menyodorkan tangan kirinya untuk memberikan tanda 
dengan tinta pada salah satu jari di tangan kiri kepada saksi ST. HAJIAH 
DG NGONA binti JAI DG BONTO, namun pada saat itu terdakwa 
kedapatan bahwa jari kelingking kanannya sudah terkena tinta sebagai 
tanda bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan suara. 
Perbuatan terdakwa IRWAN TUTU bin HAYYONG DG CINI tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang. 
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C. Proses Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah  
Yang Ada Di Kabupaten Takalar. 
Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan antara 
lain:
2
 
a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), merupakan perlindungan yustiabel 
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan 
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.Oleh 
karena itu, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum agar 
masyarakat lebih tertib. Hal ini sesuai dengan kepastian hukum itu sendiri. 
b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), merupakan suatu unsur harapan masyarakat 
dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum untuk manusia 
maka pelaksanaannya harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. 
c. Keadilan (Gerechtigkeit), dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus 
bersifat adil baik secara komutatif maupun distrubutif.  
Ketiga unsur tersebut merupakan suatu yang harus ada dalam penegakan 
hukum. Kepastian, kemanfaatan, serta keadilan dalam penegakan hukum 
merupakan suatu yang harus saling terikat dan seimbang, meskipun pada 
kenyataannya sangat sulit mendapatkan hal tersebut. 
Adapun terkait dari hasil wawancara dengan Dr. Amirul Faqih Amza, 
S.H.M.H.
3
 
“Berkenan dengan adanya pemilih yang namanya pelanggaran harus di 
tindak kemudian yang namanya pemilihan hanya boleh satu kali, jika lebih dari 
                                                             
2
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 69 
3
Hasil Wawancara dengan Amirul Faqih Amza Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri 
Kab. Takalar pada tanggal 12 September 2018, 16.28 WITA 
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itu maka akan di limpahkan kepihak polisi dan pengadilan. Dalam Undang-
Undang  Nomor 10 tahun 2016 sudah jelas aturan tentang Pemilihan Kepala 
Daerah. Di dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan beberapa hal 
pertimbangan pertama yaitu perbuatannya, di putusannya sudah ada pertimbangan 
hukumnya. Kedua proses pinindakan dan ke tiga proses persidangan yang harus 
ada alat bukti yang memberikan keterangan dan barang bukti yang melakukan 
pelaku mempermudah melakukan proses tindak pidana sehingga ada yang 
namanya kekuasaan kehakiman untuk memutuskan di persidangan sesuai dengan 
keadilan. Proses pencegahan salah satunya ialah dengan adanya putusan yang di 
atur dalam 197 KUHAP. Yang namanya tindak pidana putusan merupakan salah 
satu langkah pencegahan selain adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat. 
Proses penangannya sudah merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan 
pidana terpadu, kemudian masyarakat harus lebih pintar lagi dalam melakukan 
pemilu dan harus lebih bijak dalam proses penyelenggaraan pemilu.” 
 
 Kemudia berdasarkan Hasil wawancara dengan Ketua KPU Muh. Darwis
4
 
mengatakan Bahwa: 
 “Apabila Pemilu itu dalam pelaksanaannya ternoda dan cacat yaitu 
terjadinya pelanggaran maka pihak yang sengaja atau tidak sengaja harus 
diberikan sanksi hukum dan ditindakan secara tegas baik menurut KUHP maupun 
Undang-Undang Pemilu” 
 Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang 
Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu 
Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 
Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Disamping Tindak Pidana Pemilu 
(TPPU) yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak 
pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017. 
Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang 
Pemilu, yaitu:  
 
                                                             
4
Hasil Wawancara dengan Muh. Darwis Selaku Ketua KPU Kab. Takalar pada tanggal 23 
September 2018, 09.40 WITA 
58 
 
Pasal 47 
Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu 
dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 478 
Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana Pemilu; 
b.  cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan 
tugasnya; dan 
c. tidak penah dijatuhi hukuman disiplin. 
Pasal 479 
Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang 
cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas 
perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam. 
Pasal 480 
1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil 
penyidikannya disertai berkas perkarakepada penuntut umum paling lama 
14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan 
tanpa kehadiran tersangka. 
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2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang 
harus dilakukan untuk dilengkapi. 
3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada 
penuntut umum. 
4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari 
sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran 
tersangka. Pasal 481 (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara. 
  Selanjutnya Muh. Darwis
5
 mengatakan bahwa 
   “Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tegas 
menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu wajib melewati 
Sentra Gakkumdu yaitu Rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu 
sebagai bentuk tindak lanjut nota kesepakatan bersama antara tiga elemen 
penegak hukum tersebut, Jadi sekalipun kewenangan penanganan pelanggaran itu 
diberikan kepada pengawas Pemilu, tetapi ada proses yang harus dilewati. Karena 
pelaksanaan tugas dan kewenangan ini harus bertumpu pada tiga hal, yaitu 
wewenang, prosedur dan substansi. Sehingga kalau prosedur dalam Sentra 
Gakkumdu terlewati, maka penanganan pelanggaran ini akan dianggap cacat 
prosedur, Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan. Selain 
karena perintah Undang-Undang, kebutuhan lembaga Bawaslu sangatlah besar 
terhadap kepolisian dan kejaksaan, oleh karena itu perlunya pembahasan di Sentra 
Gakkumdu untuk menyamakan persepsi. Apalagi penanganan pelanggaran pidana 
Pemilu ini memiliki Lex Spesialis dalam penanganannya terutama soal waktu, 
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Selanjutnya, Muh. darwis  menjelaskan perlunya membangun hubungan 
emosional yang kuat antara pengawas Pemilu, kepolisian, dan kejaksaan agar 
ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan 
penanganan pelanggaran. Sehingga tidak ada lagi yang kita temukan dalam proses 
selanjutnya itu bolak-balik berkas, baik dari kejaksaan dikembalikan ke 
kepolisian, atau dari kepolisian dikembalikan ke pengawas Pemilu" tegasnya. 
Salah satu langkah strategis Bawaslu ini, merupakan amanah dari UU No. 8 
Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, agar tidak ada lagi 
perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan 
penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Sebelumnya, tidak adanya wadah Sentra 
Gakkumdu, menyulitkan Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti adanya temuan 
atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada beberapa kasus yang diteruskan oleh 
Pengawas Pemilu ditolak oleh Kepolisian akibat tidak cukup bukti atau Sentra 
Gakkumdu belum terbentuk. 
Berdasarkan evaluasi, tambah Muh. Darwis
6, “Penanganan pelanggaran 
Pemilu yang kerap terbentur tersebut dikarenakan ketidaksamaan persepsi dalam 
penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang diatur oleh UU Pemilu. Oleh 
karena itu, dalam Rapat Koordinasi ini diharapkan ada output berupa standard 
operating procedure (SOP) yang jelas dalam penanganan tindak pidana Pemilu 
tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum Pemilu yang bermasalah menjadi 
salah satu faktor penyumbang terjadinya pelanggaran pidana Pemilu. Oleh karena 
itu dengan adanya forum ini maka akan ada komunikasi yang efektif dan 
optimal.”  
Sementara itu, Ketua Bawaslu Syaifuddin, S.H
7
 mengatakan bahwa: 
“Dalam prakteknya, Gakkumdu akan menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang bersifat mendesak terkait indikasi tindak pidana Pemilu dengan pemahaman 
yang sama terhadap peristiwa atau laporan indikasi terjadinya tindak pidana 
pemilu mengingat waktu yang terbatas, sehingga diperlukan koordinasi dalam 
menyelesaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam menangani setiap 
laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu, di tengah proses politik di negeri 
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ini, kita sadari bahwa penegakan hukum yang independen, transparan dan 
bermartabat menjadi harapan dan dambaan masyarakat. Untuk itu marilah kita 
bersama-sama mewujudkan harapan masyarakat dengan bekerja secara 
profesional dan berintegritas tinggi dalam penanganan perkara tindak pidana 
Pemilu."  
Selain itu, peneliti telah berhasil untuk wawancara langsung terhadap 
IRWAN TUTU bin HAYYONG DG. CINI
8
 pelaku tindak pidana pemilihan 
kepala daerah yang telah melakukan pemilihan lebih dari satu kali itu. 
Mengatakan bahwa: 
“Saya mendapatkan dua kartu panggilan dari tempat tinggal saya yang 
sekarang dan tempat tinggal saya diwaktu orang tua saya tinggal sebelum saya 
menikah. Kemudian saya datang kerumah orang tua saya untuk mengantar istri 
saya setelah itu saya tidak tahu kenapa saya tergiur untuk melakukan pemilihan 
yang kedua kalinya. Saya tidak tahu kenapa bisa mendapatkan surat panggilan itu 
dari catatan sipil. Saya tidak tahu harus melapor sama siapa karena saya 
mendapatkan surat panggilan tersebut pas hari pemilihan kepala daerah (bupati). 
Sebenarnya saya tidak ada niat atau nekat untuk melakukan pemilihan yang kedua 
kalinya hanya saja saya mengikuti surat panggilan itu, saya hanya tergiur dan 
spontan di karenakan bingung harus bagaimana dan saya katakan bahwa saya 
melakukan pemilihan ini tidak ada unsur/oknum yang menyuruh saya melakukan 
hal ini, itu merupakan hal yang ingin menjatuhkan seseorang. Ketika saya ikut 
serta dalam pemilihan yang ke dua kalinya semuanya lancar-lancar saja tetapi 
setelah melakukan pemilihan dan ingin keluar dari TPS itu saya di tahan oleh 
petugas pemilihan untuk melakukan tanda bukti yaitu menancapkan jari 
kelingking saya pada tinta yang sudah di sediakan dan di situlah saya kedapatan 
bahwa saya telah melakukan pemilihan lebih dari satu kali. Saya baru merasakan 
penyesalan dan efek jerah tidak akan mengulangi perbuatan itu. Saya 
menghimbau kepada masyarakat terutama keluarga saya agar tidak melakukan 
perbuatan seperti saya yang lakukan ini, cukup saya yang merasakan penderitaan 
ini dan menjadi pelajaran buat diri saya sendiri.” 
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D. Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu yang Terjadi di Takalar. 
Pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Pilkada disebut 
demokratis jika diselenggarakan dengan taat asas, yaitu jujur dan adil. Asas jujur 
dan adil tidak boleh dinodai dengan cara apa pun. Karena itulah, dicantumkan 
secara terang-benderang pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal-pasal pidana itu dirumuskan secara jelas agar 
pilkada diselenggarakan secara fair dan berkeadilan. Akan tetapi, harus jujur 
dikatakan bahwa penyelenggaraan pilkada yang fair dan berkeadilan itu masih 
sebatas angan-angan. Pasal-pasal pidana yang dirumuskan itu sebatas indah dalam 
tataran teks, tetapi miskin penerapannya, Hak pilih hanya satu kali, jika ada yang 
memilih lebih dari itu maka masuk dalam ranah pidana, Hal tersebut, lanjutnya 
telah diatur dalam Pasal 178 A dan B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, 
oleh sebab itu ia mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan tersebut 
karena hanya akan merugikan diri sendiri. Selain menggunakan hak pilih lebih 
dari satu kali, ancaman kurungan penjara juga ada ketika mencoblos 
menggunakan identitas orang lain. Menggunakan identitas orang lain dapat 
diancam dengan kurungan penjara selama 72 bulan," Untuk mengantisipasi 
masyarakat tidak memilih dua kali, KPU mewajibkan masyarakat yang sudah 
menggunakan hak pilih dapat menandai salah satu jarinya dengan tinta."Jari yang 
dicelupkan ke tinta harus mengenai kuku, sehingga bekas tinta tidak akan hilang 
dalam sehari. 
Setiap warga yang memiliki hak pilih diimbau untuk menggunakan hak 
pilihnya dalam menentukan pimpinan daerahnya masing-masing. Namun, 
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pemberian hak pilih tersebut hanya bisa dilakukan satu kali terhadap satu pilihan 
dan di satu tempat. Jika melanggar aturan, pidana penjara dan denda puluhan juta 
menanti. Adapun dalam UU 10 Tahun 2016, beberapa Pasal yang mencantumkan 
sanksi bagi pemilih yang menyalahgunakan hak suaranya di antaranya: 
Pasal 177A: "(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) 
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 
(tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara. Pemilihan dan/atau saksi pasangan 
calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya." 
Pasal 178A: "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan 
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang 
lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda 
paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). " 
Pasal 178B: "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan 
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari 
satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda 
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paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).” 
Pasal 178C: "(1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan 
sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih 
pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda 
paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan 
sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 
(satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat 
puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 
juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta 
rupiah)." 
Namun, pemberian hak pilih tersebut hanya bisa dilakukan satu kali 
terhadap satu pilihan dan di satu tempat. Jika melanggar aturan, pidana penjara 
dan denda puluhan juta menanti. 
Masyarakat tidak perlu cemas dan takut untuk melaporkan bentuk-bentuk 
pelanggaran yang potensial terjadi dalam pilkada. Sebagaimana Pasal 10 UU 13 
Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa saksi, 
korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun 
perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 
Dengan demikian melalui partisipasi pengawasan oleh masyarakat selaku pemilih 
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ini setidaknya dapat menekan tingginya pelanggaran dalam penyelenggaraan 
Pilkada. Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) 
UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan pemilihan umum dilaksanakan satu 
kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) 
UndangUndang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sudah 
tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu 
tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang 
terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya. 
Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki atau 
penting dalam suatu negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan 
ternoda dalam pelaksanaannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Tindak Pidana Pemilu dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu 
dan pelanggaran, baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang  
Pilkada. Adapun  bentuk tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Takalar 
adalah terdakwa atas nama Irwan Tutu Bin Hayyong Dg Cini memberikan 
suaranya dalam pemilihan umum lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS 
yang merupakan kesengajaan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang 
dilakukannya yaitu memberikan suaranya dua kali adalah perbuatan dilarang 
oleh karena itu terdakwa berusaha menyembunyikan jari kelingking tangan 
kanannya dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 Tentang Pilkada. 
2. Undang-Undang 10 Tahun 2016 tegas menyatakan bahwa proses penanganan 
pelanggaran pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu yaitu Rapat 
koordinasi sentra penegakan hukum terpadu sebagai bentuk tindak lanjut nota 
kesepakatan bersama antara tiga elemen penegak hukum tersebut, Jadi 
sekalipun kewenangan penanganan pelanggaran itu diberikan kepada pengawas 
Pemilu, tetapi ada proses yang harus dilewati. Karena pelaksanaan tugas dan 
kewenangan ini harus bertumpu pada tiga hal, yaitu wewenang, prosedur dan 
substansi. Sehingga kalau prosedur dalam Sentra Gakkumdu terlewati, maka 
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penanganan pelanggaran ini akan dianggap cacat prosedur, secara proses semua 
hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu Bawaslu membutuhkan kerja 
sama dari kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas pelanggaran tersebut. 
B. Impliksi Penelitian 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas; 
1. Saran kepada masyarakat bahwa Melakukan tindak pidana pemilu atau 
memberikan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan telah diatur dalam Undang-
Undang selain sanksi moral terdapat juga sanksi pidana didalamnya, jadi sebelum 
melakukan itu difikirkan dengan seksama terlebih dahulu dan jika di kemudian 
hari ada di temukan kasus serupa sebaiknya cepat di laporkan kepada pihak yang 
berwajib sehingga dapat dituntaskan secepatnya selain itu perlu adanya kesadaran 
hukum yang seharusnya dibina sejak usia dini sehingga untuk melakukan 
pelanggaran dan perbuatan melawan hukum lebih minimal terjadi di kalangan 
masyarakat terutama perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan 
bangsa. 
2. Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar 
dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen 
mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi 
perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum 
pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. 
Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di 
tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang 
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jujur dan adil, Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan 
proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun 
karena sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, bawaslu dapat mengangkat 
penyidik dan penuntut umum sementara. Penyidik dan penuntut umum dapat 
direkrut dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Atau menyerahkan pelanggaran 
tindak pidana pemilu ke kepolisian dengan catatan adanya peningkatan kapasitas 
kepolisian dalam masalah masalah kepemiluan dan dilakukan pada unit khusus. 
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LAMPIRAN 2 
Terdakwa 
Nama Lengkap  : IRWAN TUTU bin HAYYONG DG CINI; 
Tempat lahir    : Campagaya Timur, Kabupaten Takalar; 
Umur/tanggal lahir  : 29 Tahun / 21 Mei 1987 
Jenis kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat tinggal  :Dusun Ballaparang Desa Parangmata Kecamatan 
Galesong Utara Kabupaten Takalar 
Agama    : Islam 
Pekerjaan   : Karyawan Swasta 
Pendidikan   : SMA berijazah. 
1. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota* 
oleh Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 
Maret 2017; 
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 
Maret 2017; 
3. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 9 maret 2017 sampai dengan tanggal 16 
maret 2017; 
Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan 
haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia 
diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; 
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Pengadilan Negeri tersebut; 
Setelah membaca: 
 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus/2017/Pn Tka 
tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; 
 Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2017/Pn Tka tanggal 9 Maret 
2017 tentang penetapan hari sidang; 
 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar 
keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan 
barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan 
tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1. Menyatakan terdakwa IRWAN TUTU bin HAYYONG DG CINI secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilihan”, 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B UndangUndang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN TUTU bin HAYYONG 
DG CINI dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar 
terdakwa tetap ditahan. 
3. Menjatuhkan pula pidana terhadap terdakwa IRWAN TUTU bin 
HAYYONG DG CINI dengan pidana denda sebesar Rp. 36.000.000,00 
(tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan. 
4. Menetapkan agar terdakwa IRWAN TUTU bin HAYYONG DG CINI 
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara 
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa siap menjalani dan 
terdakwa tidak bisa membayar denda sebesar itu agar diganti dengan pidana 
kurungan dan Terdakwa sangat meneysal atas perbuatan yang dilakukannya 
dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa IRWAN 
TUTU bin HAYYONG DG CINI, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira 
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pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 
2017, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju, 
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada tempat 
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang 
pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan 
hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, 
 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menyelenggarakan 
pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Takalar Tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan 
Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah kedua kali 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. 
 Penyelenggaran Pemungutan Suara dilaksanakan pada Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) yang ditentukan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno 
Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Menjadi Daftar Pemilih 
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Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 
Nomor: 49/BA-PILKADA/XI/2016 tanggal 2 November 2016. 
 Terdakwa yang sebelumnya telah menerima Surat Pemberitahuan 
Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) pada Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong 
atas nama IRWAN TUTU Nomor Urut DPT 354 dengan NIK 
7305092105870002, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 
09.40 WITA, terdakwa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 
Desa Parangmata Kecamatan Galesong yang berada di Dusun 
Ballaparang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, 
setelah terdakwa menerima kertas suara dari petugas Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lalu terdakwa membawa kertas 
suara itu dan memberikan suaranya pada bilik yang disediakan, selanjutnya 
terdakwa mencelupkan jari kelingking kanannya pada tinta sebagai tanda 
bahwa terdakwa telah memberikan suaranya. 
 Setelah terdakwa telah memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara 
Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong, terdakwa menuju ke 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara yang berada di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju 
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan tiba sekira pukul 10.30 
WITA, terdakwa yang sebelumnya juga telah menerima Surat Pemberitahuan 
Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) pada Tempat 
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Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong 
Utara atas nama IRWAN DG TUTU Nomor Urut DPT 494 dengan NIK 
7305060107885005, seharusnya terdakwa menyampaikan kepada petugas 
pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya menyampaikan 
kepada yang berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 
atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, bahwa terdakwa selain 
telah menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih 
(Model C6-KWK) atas nama IRWAN DG TUTU Nomor Urut DPT 494 
dengan NIK 7305060107885005 tersebut, terdakwa juga telah menerima 
Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) 
atas nama IRWAN TUTU Nomor Urut DPT 354 dengan NIK 
7305092105870002 dan seharusnya terdakwa tidak memberikan suaranya di 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara oleh karena terdakwa telah memberikan suaranya di Tempat 
Pemungutan Suara Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong, namun 
terdakwa tetap memberikan suaranya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, yaitu terdakwa dengan 
memanfaatkan situasi pemilih yang ramai dan dengan alasan terdakwa 
terburu-buru, terdakwa berhasil menerima kertas suara dari petugas KPPS lalu 
terdakwa membawa kertas suara itu dan memberikan suaranya pada bilik 
yang disediakan, selanjutnya pada saat akan keluar dari Tempat Pemungutan 
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Suara terdakwa berusaha mengelabui petugas pada bagian tinta yaitu saksi ST. 
HAJIAH DG NGONA binti JAI DG BONTO, dengan cara terdakwa 
menyembunyikan tangan kanan dan menyodorkan tangan kirinya untuk 
memberikan tanda dengan tinta pada salah satu jari di tangan kiri kepada saksi 
ST. HAJIAH DG NGONA binti JAI DG BONTO, namun pada saat itu 
terdakwa kedapatan bahwa jari kelingking kanannya sudah terkena tinta 
sebagai tanda bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan suara. 
Perbuatan terdakwa IRWAN TUTU bin HAYYONG DG CINI tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 
telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan Menimbang, bahwa untuk 
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membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai 
berikut:  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 178B UndangDisclaimer 
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Unsur “ setiap orang ” Dalam rumuan delik, pengertian orang sebagai pelaku 
tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk 
bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat 
meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila 
melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
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menurut hukum. Unsur setiap orang sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan 
manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat 
dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang 
dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan 
perbuatan pidana (strafbaarfeit). Adapun fakta hukum yang ditemukan adalah: 
1. Bahwa benar terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim telah 
membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. 
2. Bahwa benar terdakwa adalah seorang yang ”well educated” atau 
terpelajar sebagaimana dapat dilihat dari pendidikan terdakwa, yaitu telah 
mengikuti pendidikan formal sampai tingkat Sekolah Menengah Atas 
sehingga tidaklah mungkin bila terdakwa tidak dapat atau tidak mampu 
untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang 
benar dan mana yang salah serta mana yang patut dan mana yang tidak 
patut. 
3. Bahwa benar selama mengikuti persidangan kondisi terdakwa keadaan 
sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan pendidikannya 
terdakwa adalah orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan 
mempunyai intelektualitas yang sangat memadai sehingga dapat 
menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta 
dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. 
4. Bahwa benar dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa 
selama terdakwa melakukan perbuatannya mendapat tekanan atau 
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paksaan sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP 
tidak berlaku terhadap diri terdakwa dengan demikian terdakwa adalah 
orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum. 
5. Bahwa benar terdakwa terdakwa secara sadar telah mengetahui akibat 
dari perbuatannya tersebut dan mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya 
tersebut adalah dilarang menurut hukum Unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi 
dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur “ yang pada 
waktu pemungutan suara ” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan telah pula diperlihatkan dalam 
persidangan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
6. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan 
waktu pemungutan suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, yaitu pada hari Rabu tanggal 
15 Februari 2017 
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7. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menyelenggarakan 
pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Takalar Tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 
8. Bahwa benar Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa 
Parangmata Kecamatan Galesong telah melaksanakan pemungutan 
suara yang dimulai sekira jam 07.30 WITA sampai dengan jam 13.00 
WITA 
9. Bahwa benar Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju 
Kecamatan Galesong Utara telah melaksanakan pemungutan suara yang dimulai 
sekira jam 07.30 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA Unsur “ yang pada 
waktu pemungutan suara ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum.  
Unsur “ dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum ” 
Sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau 
Dolus. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan 
seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena 
menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan 
demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan 
perbuatan si pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak 
merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. 
Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan Opzet yaitu “Willen en 
Weten“ (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang 
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melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) 
perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari 
perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang 
dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan 
dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong 
oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
dan keterangan terdakwa dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan 
perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
1. Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah memberikan suara (hak pilih) 
pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu pada Pemilihan Umum 
Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan 
Kepala Desa. 
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, sekira jam 09.40 
WITA terdakwa telah memberikan suaranya pada Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong yang 
berada di Dusun Ballaparang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, 
Kabupaten Takalar, setelah itu terdakwa datang ke Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara yang 
berada di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan tiba sekira pukul 10.30 WITA, 
dan kembali memberikan suaranya. 
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3. Bahwa benar terdakwa memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara dengan 
cara terdakwa memanfaatkan situasi pemilih yang ramai dan dengan 
alasan terdakwa terburu-buru, serta terdakwa masuk dengan sweater 
yang dipakai di tangan kanannya sehingga menutupi jari-jari di tangan 
kanannya, setelah terdakwa berhasil menerima kertas suara dari petugas 
KPPS lalu terdakwa membawa kertas suara itu dan memberikan 
suaranya pada bilik yang disediakan. 
4. Bahwa benar pada saat terdakwa akan keluar dari TPS 05 terdakwa 
berusaha mengelabui petugas pada bagian tinta dengan cara terdakwa 
menyembunyikan tangan kanan dan menyodorkan tangan kirinya untuk 
memberikan tanda dengan tinta pada salah satu jari di tangan kiri kepada 
petugas bagian tinta, namun pada saat itu terdakwa kedapatan bahwa 
jari kelingking kanannya sudah terkena tinta sebagai tanda bahwa 
terdakwa sebelumnya telah memberikan suara. 
5. Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) Surat Pemberitahuan 
Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yaitu Surat 
Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) 
atas nama IRWAN TUTU Nomor Urut DPT 354 dengan NIK 
7305092105870002 dari KPPS TPS 03 Desa Parangmata Kecamatan 
Galesong dan yang kedua Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara 
Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama IRWAN DG TUTU Nomor 
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Urut DPT 494 dengan NIK 7305060107885005 dari KPPS TPS 05 Desa 
Tamasaju Kecamatan Galesong Utara. 
6. Bahwa benar sebelum memberikan suara yang kedua kali di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara, terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa terdakwa 
telah memberikan suara (mencoblos) di Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong dan terdakwa 
tidak pernah menyampaikan bahwa terdakwa telah memiliki 2 (dua) Surat 
Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) 
kepada anggota KPPS ataupun kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Takalar. 
7. Bahwa benar Ahli Dr. ABDUL ASIS., S.H., M.H, menerangkan bahwa 
frasa dengan sengaja yang tercantum sebelum unsur melawan hukum, 
mengandung makna bahwa pelaku haruslah mempunyai kesengajaan 
melakukan perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan dalam 
Undang-Undang, yang dalam Pasal 178B melarang setiap orang 
memberikan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih 
TPS, oleh karena Undang-Undang tersebut diundangkan dalam Berita 
Negara, maka setiap orang dianggap tahu atas larangan tersebut, tidak 
terkecuali terhadap setiap orang yang beralasan tidak mengetahui 
adanya Undang-Undang tersebut. 
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8. Bahwa benar Ahli Dr. ABDUL ASIS., S.H., M.H, menerangkan bahwa 
terdakwa dalam memberikan suaranya di TPS 05, melakukan perbuatan 
menyembunyikan jari kelingking tangan kanannya supaya tidak diketahui 
bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan suaranya di TPS lain 
adalah merupakan kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai 
maksud, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya 
yaitu memberikan suaranya dua kali adalah perbuatan dilarang oleh 
karena itu terdakwa berusaha menyembunyikan jari kelingking tangan 
kanannya. Unsur “ dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Unsur “memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS ” 
Berkaitan dengan unsur “memberikan suaranya lebih dari satu kali di 
satu atau lebih TPS”, dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai 
berikut: 
1. Bahwa benar Penyelenggaran Pemungutan Suara dilaksanakan pada 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditentukan berdasarkan Berita 
Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran 
Menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor: 49/BA-PILKADA/XI/2016 tanggal 2 
November 2016. 
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2. Bahwa benar Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa 
Parangmata Kecamatan Galesong terletak di Dusun Ballaparang, Desa 
Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, 
3. Bahwa benar Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa 
Tamasaju Kecamatan Galesong Utara terletak di Dusun Campagaya 
Timur, Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, 
dan tiba sekira pukul 10.30 WITA 
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, sekira jam 09.40 
WITA terdakwa telah memberikan suaranya pada Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong yang 
berada di Dusun Ballaparang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, 
Kabupaten Takalar, setelah itu terdakwa datang ke Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara yang 
berada di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan tiba sekira pukul 10.30 WITA, 
dan kembali memberikan suaranya. 
5. Bahwa benar pada saat terdakwa akan keluar dari TPS 05 terdakwa 
kedapatan bahwa jari kelingking kanannya sudah terkena tinta sebagai 
tanda bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan suara 
Unsur “ memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih 
TPS” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178B UndangUndang 
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Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan tunggal; 
  Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka 
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini 
terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka 
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masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 
pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, 
 Keadaan yang memberatkan: 
 Terdakwa tidak mendukung proses Pemilihan Umum yang demokrasi 
 Terdakwa tidak melaporkan dirinya kalau sudah mencoblos di TPS lain. 
Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya 
 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga baik istri dan dua anak yang 
masihkecil dan sangat membutuhkan perhatian Terdakwa 
  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka 
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 178B 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
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Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan 
lain yang bersangkutan; 
1. Menyatakan Terdakwa IRWAN TUTU BIN HAYYONG DG CINI tersebut 
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih 
TPS” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama tiga puluh enam (36) bulan dan denda sejumlah 
Rp36.000.000,- (tigapuluh enan juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara 
selama 1 (satu) bulan 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 
5. Membebankan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya 
perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah). 
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